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Abstract
The high rate of domestic violence is influenced by the lack of
institutions in completing and anticipating it, besides the tendency of
indigenious culture which consider it as a common problem.
Nevertheless, in West Sumatra, the strengthening of local institutions
has been one of the assets that can prevent the occurrence of these
domestic violences. This study found that the existence of economic
institutions, the strengthening of women’s institutions and women's
economic empowerment in the village can reduce the occurrence of
such violence. This research was conducted in some progressing-
villages in West Sumatra: Simarasok Baso in Agam regency and Rao-
Rao Sungai Tarab in Tanah Datar regency.
Keywords: Domestic violence and Institutional indigenous villages
A. Pendahuluan
Islam merupakan agama yang rahmatanlilalamiin, agama yang
mencintai kedamaian dan keharmonisan. Kedamaian dan
keharmonisan itu, dimulai dari kehidupan keluarga. Oleh sebab itu,
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  tidak boleh terjadi, ia
harus diselesaikan dan dicegah. Sebagai salah satu usaha untuk
pencegahan dan penyelesaian kasus KDRT itu di Indonesia telah lahir
Undang-Undang No 23 Tahun 2004. Namun, setelah keluarnya
Undang-Undang tersebut, jumlah kasus KDRT masih mengalami
peningkatan.
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Peningkatan kasus KDRT pasca Undang-Undang itu dapat
dilihat dari hasil yang dilaporkan oleh Kantor Menteri Pemberdayaan
Perempuan. Dimana selama tahun 2007 telah terjadi kasus KDRT
sebanyak 22 ribu, jumlah ini meningkat lima kali lipat jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (http://www.suarakarya-
online.com/news.html? id=173103. 15 Mei 2007). Peningkatannya
cukup signifikan pada tahun 2005 hanya tercatat sebanyak 20.391
kasus, tahun 2006, 22.512 kasus dan 2007 meningkat menjadi 25.522
kasus dan pada tahun 2008 meningkat secara dratis dua kali lipat
menjadi 54.425 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 dratis naik menjadi
tiga kali lipat yakni 143.586. Malahan menurut laporan Komnas
Perempuan 2010, kasus KDRT mencapai 100 ribu kasus, melonjak
96% dari tahun 2011, sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri
Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai kesempatan.
Di Sumatera Barat korban KDRT juga mengalami penigkatan
yang signifikan. Pada tahun 2003 korban kasus KDRT berjumlah 132
kasus, kemudian tahun 2004 sebanyak 174 kasus, tahun 2005 menjadi
287 kasus dan tahun 2006 tercatat sebanyak 286 kasus (Laporan
Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat). Jika diperhatikan data
tahun 2011, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa media lokal,
bahwa kasus KDRT meningkat dengan dratis di semua wilayah di
Sumatera Barat. Lebih dari 300  kasus, terjadi di daerah ini selama
tahun 2011 tersebut. Menurut data Kantor Pemberdayaan Perempuan
Sumatera Barat sampai pertengahan tahun 2012 ini, sudah tercatat
sebanyak 8 buah kasus dibeberapa kabupaten. Sedangkan berdasarkan
kasus yang ditangani oleh Women Crisis Center Nurani Perempuan
Padang, bahwa sampai pada pertengahan tahun 2012, lembaga ini
telah menangani kasus sebanyak 12 kasus KDRT di wilayah Sumatera
Barat.
Dari kasus KDRT yang selalu meningkat ini diperlukan usaha
dan upaya untuk menanggulanginya, salah satunya dengan
menguatkan peranan institusi lokal. Selama ini minimnya jumlah
institusi yang menanggani masalah KDRT, ternyata telah
mempengaruhi banyaknya kasus KDRT. Pemerintah sendiri baru
Hasneni / Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. IV No. 1 Tahun 2014
25
mempunyai 237 unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di 33 kepolisian
daerah (polda) seluruh Indonesia untuk menangani kasus KDRT ini*.
Jumlah pelayanan tersebut jelas masih sangat sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 224
juta jiwa. Sementara kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
melaporkan kasus tersebut tentu tidak mendukung efektifnya kinerja
unit pelayanan yang ada di kepolisian itu. Oleh sebab itu, perlu
lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menanggulangi masalah
ini.
Keberadaan institusi lokal sangat diperlukan sebagai salah satu
ruang penyelesaian dan penanggulangan kasus KDRT, karena institusi
lokal ini akan dapat menyentuh secara langsung masyarakat paling
bawah. Tingginya kasus KDRT di Indonesia tidak terlepas dari
minimnya lembaga yang menanggulangi masalah KDRT itu.
Kemudian lembaga yang ada bersifat formalitas dan korban pun harus
melaporkan permasalahannya secara formal, sedangkan kesadaran
masyarakat untuk melaporkan secara formal masih rendah.
Sehubungan dengan itu, pada era otonomi daerah sekarang sedang
terjadi penguatan insitusi lokal, maka institusi lokal tersebut
mempunyai peranan penting dalam menanggulangi persoalan kasus
KDRT. Penguatan institusi lokal di Sumatera Barat, terlihat seiring
dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem
pemerintahan nagari yang diatur melalui Perda No 9 Tahun 2000.
Kembali pada pemerintahan nagari secara langsung mengembalikan
pula peranan lembaga adat. Pasal 4 dan 5 dari Perda No 9 Tahun 2000
tersebut secara tegas menyebutkan dalam pemerintahan nagari
dibangun kembali lembaga adat. Lembaga adat berfungsi juga dalam
penanggulangan masalah anak kemenakan (keluarga-family). Peran
lembaga adat yang demikian pada dasarnya sudah berlangsung sejak
* Laporan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lihat juga hasil
penelitian yang dilakukan oleh kelompok peneliti UNPAD, tentang Efektivitas
Pelayanan Ruang Khusus Kepolisian Dalam Implementasi Undang-Undang No 23
Tahun 2004 Tentang KDRT. Penelitian ini merekomendasikan, bahwa pelayanan
ruang khusus yang ada di kepolisian untuk dapat menanggani  kasus KDRT secara
efektif dan diperlukan kehadiran lembaga atau  institusi lain yang dapat bekerjasama
untuk mengatasi kasus KDRT ini.
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lama dalam pemerintahan nagari, dimana adanya penekanan kerja
yang jelas terhadap orang adat untuk bertanggungjawab terhadap
pembinaan keluarga dan kaumnya. Jika terjadi perselisihan dan
konflik termasuk rumah tangga anak kemenakan dalam kaumnya,
maka orang adat dalam kaum itu sangat bertanggungjawab dalam
menyelesaiakan apa yang terjadi dalam kaumnya itu. Orang adat
mengontrol prilaku dan tindakan yang terjadi dalam kaumnya.
Kekuatan kontrol lembaga adat inilah dahulunya menjadi media
pencegahan dan penyelesaian kasus KDRT di Minangkabau Sumatera
Barat (Noe, M., 2000).
Tahun 2012 di Sumatera Barat pemerintahan nagari berjumlah
600 yang tersebar di kabupaten dan kota. Setiap pemerintahan nagari
memiliki lembaga adat. Jumlah lembaga adat yang begitu banyak tentu
cukup signifikan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh
penduduk Sumatera Barat yang berjumlah 4.241.256 jiwa orang.
Setiap tahunnya dilakukan penilaian terhadap nagari yang berprestai,
salah satu indikator berprestasi itu adalah kualitas kerja dari lembaga
adat dalam mengelola kesejahteraan masyarakat. Maka dalam
penguatan lembaga adat, dengan mengembalikan konsekuensi-
konsekuensi tanggungjawab itu, maka berlaku kembali lembaga adat
sebagai alat kontrol dan sekaligus untuk mencegah dan
menyelesaiakan persengketaan dalam masyarakat nagari termasuk
juga sebagai sarana yang efektif dalam menekan terjadinya kasus
KDRT di dalam masyarakat adat nagari di Minangkabau Sumatera
Barat. Permasalahannya adalah, bagaimanakah peranan lembaga adat
untuk mencegah dan menanggulangi masalah KDRT di Minangkabau,
terutama yang dilakukan oleh lembaga adat dalam nagari yang
berprestasi di Sumatera Barat?
Penelitian ini dilakukan di dua nagari berprestasi di Sumatera
Barat, yakni nagari Simarasok Kecamatan Baso di Kabupaten Agam
dan Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab di Kabupaten Tanah
Datar dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, studi dokumentasi, dan aksi daripada dokumen
yang ada di nagari tersebut.
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B. Pembahasan
1. Penguatan Ekonomi Nagari
Salah satu penyebab yang sangat berpengaruh terhadap kasus
KDRT adalah, rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan.
Faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang dominan di
Indonesia sebagai penyebab terjadinya kasus KDRT tersebut. Oleh
sebab itu, pemberdayaan ekonomi keluarga terutama di akar rumput
sangat diperlukan, sehingga ekonomi masyarakat dapat melahirkan
kesejahteraan. Kesejahteraan mempengaruhi terhadap tinggi atau
rendahnya kasus KDRT tersebut.
Melihat data yang dikemukakan oleh Direktorat Serse Kriminal
Umum Polda Sumatera Barat (2012), ternyata di Sumatera Barat
kasus KDRT ini masih tinggi, sebagaimana dapat dilihat dari tabel di
bawah ini:
Tabel 1
Kasus KDRT Yang Tersentuh Penegak Hukum
No Tahun Jenis Kekerasan Korban




























Sumber: Data Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat
Pada tabel di atas merupakan data resmi yang berani diungkap
oleh masyarakat atau korban, tetapi data yang tidak terungkap lebih
banyak dari pada itu, karena masalah KDRT yang terjadi dalam rumah
tangga masih dianggap oleh masyarakat setempat sebagai masalah hal
yang biasa dalam rumah tangga dan bahkan itu dianggap sebagai seni
di rumah tangga, seperti terlihat dalam ungkapan kalimat sebagai
berikut:
Cakak-cakak dalam rumah tangga itu dianggap, cabik-cabik
bulu ayam, dan itu sebagai seni kehidupan, dimana pula orang hidup
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bersama tidak akan ada berselisih dan berkelah (Diolah dari
wawancara dengan beberapa informan).
Adanya perspektif dan asumsi seperti itu, jelas hal ini menjadi
salah satu penyebab kasus-kasus KDRT tidak sering terungkap dan
dapat diselesaikan secara resmi. Walaupun demikian, kasus KDRT ini
dapat diatasi dengan berbagai cara diantaranya, pensejahteraan
keluarga melalui peningkatan ekonomi dan pendapatan, sebab masalah
ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya
kasus KDRT.
Di nagari-nagari berprestasi pada umumnya memiliki program-
program peningkatan ekonomi masyarakat, baik melalui pendanaan
maupun melalui program pemberdayaan. Di Nagari Simarasok ada
beberapa usaha yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat ini, diantaranya adalah melakukan pemberdayaan
ekonomi masyarakat dengan inovasi teknologi yang memberdayakan
ekonomi masyarakat nagari, seperti teknologi biogas dari kotoran sapi
yang biasa dipakai oleh rumah tangga untuk home industri.
Inovasi teknologi ini, sudah dimanfaatkan untuk/oleh rumah
tangga untuk penerangan dan sekaligus untuk mendorong tumbuhnya
home industry, sehingga di daerah ini juga tumbuh berkembang
industri makanan ringan yang dapat diproduksi melalui penggunaan
tenaga listrik dari biogas. Dari ekspos yang dikemukakan dengan
adanya inovasi teknologi biogas tersebut masing-masing rumah tangga
telah bisa melakukan penghematan dan pengembangan usaha. Inovasi
ini terjadi karena adanya jalinan lembaga adat dengan para cendikia
yang dilakukan di nagari ini.
Pemerintahan nagari melakukan program jemput bola dengan
melakukan pendekatan dan kerjasama dengan intelektual dan
akademisi nagari yang sudah sukses di beberapa daerah, seperti
sekarang ini nagari Simarasok memiliki 4 orang tenaga ahli yang
bergelar profesor dan doktor dari beberapa perguruan tinggi dan
merupakan kelahiran nagari Simarasok. Keikut sertaan dari kalangan
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intelektual ini, juga telah terjadi kegiatan-kegiatan pemberdayaan
kesejahteraan untuk masyarakat Simarasok.
Di samping adanya pemberdayaan tersebut, juga dilakukan
pemberian modal usaha melalui simpan pinjam yang dikelola oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Agam,
sehingga saat ini di Simarasok sudah memiliki 14 Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Nasional Pemberdayaan
Mastarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Secara langsung atau
tidak langsung pemberdayaan ekonomi seperti ini dapat membantu
masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan usahanya.
Pendapatan yang meningkat secara langsung atau tidak langsung
akan mempengaruhi terhadap pengelolaan rumah tangga dan
implikasinya jelas pada kesejahteraan. Dalam konteks ini, jika kasus
KDRT itu salah satu diakibatkan oleh faktor rendahnya ekonomi
keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung dengan adanya
lembaga pemberdayaan kesejahteraan dan ekonomi ini kasus KDRT
yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan dapat diatasi.
Sementara di Nagari Rao-Rao, dilakukan pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan tersebut oleh beberapa institusi yang ada
dalam nagari, diantaranya isntitusi yang berimplikasi terhadap
pemberdayaan ekonomi di nagari Rao-Rao seperti dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 2
Fasilitas Ekonomi Nagari Rao-Rao
No. BENTUK FASILITAS JUMLAH
1 Pasar Nagari 1 buah
2 Pokja Kridit Mikro 1 buah
3 BPR 1 buah
4 LKM Syariah 1 buah
5 LKMA 1 buah
6 Kelompok Sp.Pinjam Perempuan 1 buah
Sumber: RPJM Nagari Rao-Rao, tahun 2009-2015,
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Pasar nagari merupakan sebagai sarana yang sanagat penting
bagi masyarakat nagari Rao-Rao dalam menjual hasil pertaniannya.
Masyarakat tidak perlu menjual hasil pertanian ke pasar atau ketempat
yang jauh dengan memakan waktu yang lama dan biaya transportasi
yang tinggi. Pasar nagari sebagai akses ekonomi yang tidak jauh dari
masyarakat, akan sangat membantu masyarakat dalam membangun
ekonominya.
Pokja kredit mikro, merupakan sebuah lembaga untuk
kepentingan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari.
Pokja kridit mikro memberikan modal dan pinjaman untuk
kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman diutamakan
pada kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif sehingga
dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya.
Di samping itu, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat
nagari di nagari Rao-Rao terdapat institusi keuangan merupakan bank
perkreditan rakyat yang sengaja didirikan oleh masayarakat nagari
bekerjasama dengan perantau. Begitu juga dengan lembaga keuangan
masyarakat syariah, sebuah lembaga keuangan yang dikelola untuk
memberdayakan ekonomi masyarakat nagari dengan sistem syariah.
Di nagari Rao-Rao terdapat fasilitas ekonomi yang sangat
penting dan khusus untuk perempuan yaitu kelompok simpan pinjam
perempuan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan perekonomian
perempuan. Simpan pinjam ini dikelola dan dimanfaatkan oleh
perempuan. Kesadaran yang mendasar bagi perempuan dalam
meningkatkan kesejahteraannya.
Program ini, secara langsung maupun tindak langsung membuka
peluang pada perempuan supaya dapat melakukan kegiatan produktif
ekonomi, masalahnya tidak munculnya kegiatan tersebut dipengaruhi
oleh tidak adanya modal yang menalangi perempuan. Programa utama
Simpan pinjam perempuan adalah memberikan pinjaman modal pada
perempuan untuk dapat mengembangkan usaha produktif ekonomi,
sehingga berkembang diantaranya enterpreneur perempuan, diantara
Hasneni / Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. IV No. 1 Tahun 2014
31
yang sudah berkembang adalah usaha home industry makanan ringan,
pengembangan usaha tani, menjahit dan sebagainya.
Kebijakan-kebijakan dan program dari berbagai institusi nagari
yang berkembang terutama yang terkait dengan program keuangan
perempuan pada dasarnya adalah sebagai bentuk dari amanat Rencana
Program Jangka Menengah (RPJM) nagari Rao-Rao. Pada RPJM
2009-2015, pemerintah nagari Rao-Rao memiliki sasaran pencapaian
terhadap perempuan ini adalah meningkatkan kesejahteraan
perempuan melalui program yang menitik beratkan pada peningkatan
kapasitas ilmu dan keterampilan.
Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu
bentuk membangun kemandirian perempuan, kemandirian ekonomi ini
merupakan salah satu cara dalam mengantisipasi terjadinya kasus
KDRT, karena kecilnya tingkat kesejahteraan dan pendapatan dalam
rumah tangga menjadi salah satu faktor penyebab kasus tersebut. Oleh
sebab itu dengan keterlibatan perempuan dalam ekonomi produktif
yang didukung oleh sarana usaha berupa pinjaman modal dan
pemberdayaan, sangat efektif untuk menghindari tindakan-tindakan
KDRT dalam rumah tangga.
2. Penguatan Organisasi Perempuan
Pada saat ini perlindungan sosial harus memiliki wawasan dan
gerakan terkait juga dengan masalah-masalah KDRT ini. Salah satu
perlindungan sosial itu terimplikasi dari pada penguatan institusi-
intitusi dalam masyarakat. Sementara saat ini, untuk kasus KDRT
institusi yang menanggulanginya masih minim, misalnya jika dilihat
dari jumlah institusi formal penyelesaian masalah kasus KDRT,
ternyata pemerintah sendiri baru mempunyai 237 unit Ruang
Pelayanan Khusus (RPK) di 33 kepolisian daerah (polda) seluruh
Indonesia†. Jumlah pelayanan tersebut jelas masih sangat sedikit jika
† Laporan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lihat juga hasil
penelitian yang dilakukan oleh kelompok peneliti UNPAD, tentang Efektivitas
Pelayanan Ruang Khusus Kepolisian Dalam Implementasi Undang-Undang No 23
Tahun 2004 Tentang KDRT. Penelitian ini merekomendasikan, bahwa pelayanan
ruang khusus yang ada di kepolisian untuk dapat menanggani   kasus KDRT secara
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dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 224
juta jiwa. Sementara kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
melaporkan kasus tersebut tentu tidak mendukung efektifnya kinerja
unit pelayanan yang ada di kepolisian tersebut. Oleh sebab itu,
perlunya lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menanggulangi
masalah ini.
Keberadaan institusi lokal sangat diperlukan, institusi lokal ini
akan dapat menyentuh secara lansung masyarakat paling bawah,
kerena tingginya kasus KDRT di Indonesia tidak terlepas dari
minimnya lembaga yang menanggulangi kasus dari tingkat paling
dasar itu. Kemudian lembaga yang ada bersifat formalitas dan korban
pun harus melaporkan permasalahannya secara formal, sedangkan
kesadaran masyarakat untuk melaporkan secara formal ini masih
rendah. Sehubungan dengan itu, pada era otonomi daerah sekarang
sedang terjadi penguatan insitusi lokal, maka institusi lokal tersebut
mempunyai peranan penting dalam menanggulangi persoalan kasus
KDRT dan penanggulangan korban kekerasan terhadap perempuan.
Di Sumatera Barat misalnya penguatan institusi lokal terlihat
seiring dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan desa
menjadi sistem pemerintahan nagari sebagai pemerintahan lokal yang
diatur melalui Perda no 9 tahun 2000. Kembali pada pemerintahan
nagari secara langsung mengambalikan pula peranan lembaga adat.
Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan lokal Minangkabau
yang saat ini dijadikan pemerintahan lokal menggantikan
pemerintahan desa di Sumatera Barat. Pasal 4 dan 5 dari Perda No 9
Tahun 2000 tersebut secara tegas menyebutkan dalam pemerintahan
nagari dibangun kembali lembaga adat yang secara langsung
menyentuh permasalahan akar rumput atau masyarakat adat itu
sendiri. Lembaga adat menjadi aset dalam penanggulangan masalah
yang terjadi dalam masyarakat.
efektif dan diperlukan kehadiran lembaga atau institusi lain yang dapat bekerjasama
untuk mengtasi kasus KDRT ini.
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Ada dua institusi adat Minangkabau dalam pemerintahan nagari
yang sangat berperan aktif dalam memperhatikan kesejahteraan sosial
masyarakatnya, yakni institusi Perwakilan Anak Nagari dan Badan
Musyawarah Syarak dan Adat Nagari.  Kedua institusi adat ini
mempunyai afiliasi terhadap perempuan dan keluarga. Namun, yang
lebih spesifik menangani masalah KDRT adalah, institusi Bundo
Kanduang. Bundo Kanduang lembaga adat khusus tentang wanita.
Lembaga adat ini secara praktis menengahi masalah eksistensi
perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Institusi ini
berada di bawah naungan Badan Musyawarah Syarak dan Adat
Nagari.
Jika dilihat data pemerintahan nagari pada pemerintahan
Sumatera Barat sampai pada tahun 2008 ini, pemerintahan nagari
sudah berjumlah 518 buah nagari di kabupaten dan 62 buah nagari di
kota, ini berarti jumlah lembaga adat yang terbentuk di Sumatera Barat
sebanyak jumlah nagari itu pula, yaitu 580 lembaga adat. Jumlah
lembaga adat yang begitu banyak ini cukup signifikan dalam
mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk lokal Sumatera Barat
yang berjumlah 4.241.256 jiwa orang.
Keberadaan Bundo Kanduang dalam sistem pemerintahan
tersebut adalah, betul-betul menjadi pelindung terhadap perempuan,
anak-anak dan rumah tangga. Dalam konteks ini pula dapat difahami,
bahwa penyelesaian terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan
di ranah Minangkabau semestinya lebih dahulu diselesaikan melalui
lembaga adat Bundo Kanduang ini. Bundo Kanduang, memiliki fungsi
yang signifikan terhadap membangun kesejahteraan kaum perempuan.
Dari realitas sejarah kelahiran institusi Bundo Kanduang di
Minangkabau dipengaruhi oleh latar belakang perjuangan perempuan
dalam satu kaum atau satu suku sebuah rumah gadang. Perempuan
harus mengambil andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan
yang terjadi dalam kaumnya. Kekuatan institusi Bundo Kanduang
dalam kaumnya dapat dilihat, dimana perempuan menjadi kepala
rumah gadang yang mempunyai kewenangan mengatur dan jalannya
kehidupan rumah gadang dengan harmonis.
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Jika terjadi kasus-kasus dalam rumah gadang, maka
penyelesaian pertama adalah dilakukan oleh Bundo Kanduang atau
oleh perempuan yang mengetuai rumah gadang tersebut. Jika tidak
dapat terselesaikan barulah dibawa pada penyelesaian ninik mamak
yang berada dalam lingkaran kaum tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan ada hubungan yang kuat ketika peranan Bundo
Kanduang ini ditegaskan oleh adat terhadap tinggi rendahnya angka
kekerasan terhadap perempuan dalam rumha tangga ‡ . Keberadaan
Bundo Kanduang dalam tataran kaum dapat dipastikan sebagai alat
kontrol terhadap dinamika rumah gadang, sebagai satu media yang
melindungi perempuan dari kekerasan-kekerasan yang dilakukan baik
dari pihak suami maupun dari pihak mana pun, karena Bundo
Kanduang dalam rumah gadang adalah “media kontrol” terhadap nasib
perempuan.
Bundo Kanduang memiliki kekuatan dan dilegalkan oleh hukum
adat dalam mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan dan
konflik termasuk kekesarasan dalam rumah gadang. Dalam tataran
yang luas, Bundo Kaduang dalam satu nagari merupakan
perpanjangan kebijakan kedalam konteks yang luas. Bundo Kanduang
ikut andil dalam mengatur dan dalam memutuskan sesuatu kebijakan
dalam sebuah nagari. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik,
keberadaan Bundo Kanduang sebagai institusi adat yang diakui dalam
pemerintahan nagari adalah untuk memelihara tatanan sosial keluarga,
rumah tangga dan kaum perempuan.
Kebijakan Bundo Kanduang dalam nagari merupakan kebijakan
yang dapat difahami secara seksama. Bundo Kanduang berhak
menyelesaikan, menghukum dan membuat peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan bidang-bidang yang dibawahinya. Institusi Bundo
Kanduang merupakan institusi paling awal menjadi penyelesaian-
‡ Hasil penelitian Silfia Hanani (2009), menunjukkan bahwa penguatan
lembaga dibandingkan pada era sebelum terjadinya perubahan pemerintahan lokal,
angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga lebih kecil dibandingkan
dengan tidak lagi berlakunya institusi adat pada era setelahnya, ternyata memberikan
satu penyeimbang.
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penyelesaian yang berkaitan dengan kekeluargaan. Jika permasalahan
yang terjadi tidak terselesaikan oleh Bundo Kanduang barulah dibawa
ke dalam musyawarah nagari yang lebih luas, musyawarah nagari akan
dihadiri oleh unsur-unsur struktur institusi yang ada.
Keberadaan Bundo Kanduang dalam konteks ini adalah, sebagai
lembaga horizontal dan seklaigus vartikal dalam mengontrol tindakan-
tindakan terhadap kaum-kaum perempuan dari kalangan mana saja.
Dari segi efesien dan efektif, kinerja dari lembaga adat Bundo
Kanduang ini diprediksikan dapat mengatasi kekerasan-kekerasan
terhadap perempuan, karena:
1. Bundo Kanduang merupakan institusi lokal, secara sosiologis
institusi ini memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat lokal
atau masyarakat adat, dengan demikian ia lebih banyak mengetahui
dan lebih mengenal permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam
ruang lingkup tanggungjawabnya. Masalahnya, tidak
terselesaikannya dan tidak banyaknya terungkap kekerasan
terhadap perempuan salah satu diakibatkan oleh hukum formal
yang tidak banyak diketahui proses untuk sampai pada tahapan
sampai pada penyelesaian yang dikehendaki oleh hukum formal.
Pada hal kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi pada
kalangan menengah ke bawah yang pada umumnya mereka
memiliki tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah.
Dengan demikian, yang paling efektif melakukan penyelesaian dan
pencegahan dalam masalah kekerasan terhadap perempuan,
terutama yang terjadi dalam rumah tangga adalah melalui
penguatan-penguatan institusi lokal yang memiliki ikatan
psikologis kuat terhadap sosial kultural masyarakat-perempuan
lokal tersebut.
2. Berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam
rumah tangga masih dianggap menjadi masalah hal yang biasa dan
dianggap aib jika dilaporkan ke dalam ranah publik, maka
permasalahan ini dalam tingkat akar rumput tidak akan tersentuh
penyelesaiannya dengan hukum formal, oleh sebab itu untuk
mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan
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penyelesaiannya sangat diperlukan adanya institusi lokal, seperti
bundo kanduang ini melakukan penyelesaian dan pencegahan baik
dilaporkan oleh pihak-pihak yang mengalami kekerasan, maupun
tidak laporkan. Institusi lokal dalam konteks seperti ini memiliki
wewenang yang sangat luas dan secara psikologis kebijakannya
dapat diterima oleh masyarakat setempat, karena bundo kanduang
adalah merupakan lokal wisdom dari masyarakat lokal itu sehingga
ia bahagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika kehidupan
masyarakat lokal itu. Sedangkan, hukum formal bagi masyarakat
akar rumput sering dianggap menjadi hukum yang asing dari
dinamika kehidupan sosial akar rumput tersebut. Dalam konteks
ini, institusi bundo kanduang dalam ranah Minangkabau adalah
institusi paling dasar dan secara psikologis bukan merupakan
institusi asing tetapi institusi yang tidak terpisahkan dalam
kehidupan sosial masyarakat setempat. Oleh sebab itu,
kebijakannya dapat diterima dan dapat merekam realitas di akar
rumput tersebut.
3. Bundo Kanduang, merupakan local wisdom dan jelas memiliki
kearaifan-kearifan dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
Kearifan-kearifan itu dapat dilihat dari, segi hukuman,
penyelesaian, dan memiliki pembinaan yang signifikan untuk ruang
lingkup lokalnya. Oleh sebab itu, Bundo Kanduang memiliki
potensi positif terhadap pencegahan terjadinya kekerasan-kekerasan
terhadap kemanusiaan termasuk pada perempuan.
Di Nagari Rao-Rao, jika dilihat dari RPJM 2009-2015, ada
rancangan program kesejahteraan keluarga, yang bertujuan
memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan
batin menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, maju,
mandiri hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan
dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam konteks ini, kesejahteraan keluarga itu masih ditekankan
pada pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan pengetahuan
dan ekonominya. Maka dalam konteks ini, sangat diperlukan
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organisasi perempuan dalam organisasi masyarakat yang memiliki pro
terhadap perempuan. Nagari Rao-Rao memiliki dua organisasi
perempuan, yakni organisasi lokalitas nagari dan organisasi yang
dirancang secara nasional. Organisasi lokalitas nagari disebut dengan
Bundo Kanduang dan nasional adalah PKK.
Selain tujuan utama dari dua oraganisasi ini sebagai peningkatan
kesejahteraan perempuan dan keluarga dimana secara langsung juga
untuk mencegah dan penanggulangan terjadinya kasus KDRT,
kehadiran organisasi ini secara eksplisit juga memiliki implikasi
pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan dan
mengharapkan adanya peran publik perempuan, karena disadari peran
publik perempuan itu masih terabaikan selama ini. Kecilnya peran
publik perempuan, salah satu faktor juga penyebab terjadinya kasus
KDRT di dalam masyarakat.
Dalam RPJM 2009-2015 Nagari Rao-Rao, kenyataan itu sangat
di sadari, sehinnga program pembangunan nagari harus mendukung
kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan melalui eksistensi
organisasi perempuan, seperti tertuang dalam portopolio RPJM, yaitu:
a. Masalah: (1) masih kurangnya kesadaran perempuan di Nagari
untuk terlibat dalam proses pembangunan dan aktifitas
kelembagaan, (2) Masih belum terkelolanya secara berkelanjutan
berbagai usaha pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan.
b. Sasaran: terwujudnya kesempatan yang sama bagi perempuan
untuk berperan serta dalam setiap aktifitas pembangunan Nagari
c. Indikator: (1) menurunnya persentase perempuan yang
berpendidikan rendah, (2) terwujudnya pelaksanaan pemberdayaan
perempuan melalui berbagai kegiatan yang menjadikan mandiri
tanpa mengabaikan kodrat dan tanggung jawab sebagai perempuan
(bundo kanduang), dan (3) terbukanya peluang yang lebih besar
bagi perempuan untuk berkiprah dalam keluarga dan masyarakat.
d. Arah Kebijakan: (1) memberdayakan organisasi  dan kelembagaan
perempuan yang ada seperti PKK dan bundo kanduang dalam
peningkatan peran perempuan, (2) memberi peluang yang lebih
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besar bagi kaum perempuan dalam seluruh tahapan dan proses
pembangunan sesuai dengan kodratnya.
e. Program: (1) peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan
keterampilan perempuan melalui kegiatan formal/informal oleh
lembaga yang ada, (2) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, dan (4) Peningkatan dan pemberdayaan perempuan
dalam hal kesehatan dan KB.
Penguatan organisasi perempuan di Nagari Rao-Rao tidak
berbeda dengan Nagari-Nagari Simarasok. Di Nagari Simarasok
penguatan organisasi perempuan itu juga berbentuk lokalitas dan
nasional yakni bundo kanduang dan PKK. Bundo kanduang lebih
banyak memiliki program keadatan, pemberdayaan perempuan dengan
adat sedangkan PKK kepada peningkatan mutu perempuan dalam
keluarga.
3. Penguatan Preventif
Untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kekerasan
perempuan baik dalam ranah rumah tangga maupun publik, tentu
harus ada hukuman yang jelas dan tegas pula terhadap pelakunya.
Hukuman ini sebagai salah satu efek jera supaya perbuatan-perbuatan
kekerasan-kekerasan itu tidak dilakukan lagi oleh sipelaku. Di sinilah
institusi adat Badan Musyawarah Syarak dan Adat Nagari
menjalankan peranan dan kebijakannya, untuk memutuskan suatu
hukuman. Hukuman itu tidak hanya dikeluarkan oleh bundo kanduang
tetapi disusun dan dirancang oleh institusi Badan Mesyawarah Syarak
dan Adat Nagari secara bersama-sama. Pihak-pihak yang terlibat
dalam Badan Mesyawarah Syarak dan Adat Nagari ini adalah,
kelompok adat, pemerintah nagari, agamawan dan perempuan.
Elemen tersebut, merupakan elemen yang sudah dipercayai
sebagai pengambil kebijakan dalam memutuskan suatu hukuman.
Musyawarah elemen itu sangat menentukan terhadap putusan-putusan
yang diambil dalam menyelesaikan suatu kasus. Jika salah satu
diantara elemen itu tidak menyetujui tentang suatu putusan maka
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putusan itu tidak akan dapat dilaksanakan, bahkan ia akan batal
dijadikan suatu keputusan yang mengikat. Dalam masyarakat adat
Minangkabau, keputusan itu selalu berpola pada adat basandi syarak-
syarak basandi kitabullah (ada bersendi syariat, syariat bersendi pada
kitabullah). Ada kolaboratif perspektif adat dan agama dalam sebuah
putusan.
Dalam konteks penetapan hukuman ada kolaboratif
keterwakilan pihak adat, perempuan (bundo kanduang) dan pihak
penanggungjawab agama. Ketiga-tiga pihak ini memutuskan bentuk
hukuman-hukuman yang dapat membuat pelaku KDRT jera dan tidak
mengulangi perbuatannya. Hukuman itu mulai dalam bentuk yang
ringan sampai pada penetapan-penetapan hukum formal nagari yang
biasanya juga ada denda yang harus dibayar oleh sipelaku. Pencegahan
dan penyelesaian terhadap KDRT di Minangkabau diberikan dalam
bentuk hukumam sosial dan hukam formal.
a. Hukuman Sosial. Hukuman sosial yang dirumuskan melalui hukum
adat yang lebih banyak bersifat hukuman sosial, hukuman yang
direkonstruksi oleh budaya, efeknya lebih menimbulkan rasa malu,
rasa diberi pelajaran dari atas segala kesalahan tindakan.
Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, pihak yang
melakukan kekerasan dengan rasa didatangi atau dipanggil secara
adat. Dimana masyarakat secara luas menghukumnya tanpa ada
tindakan tetapi hanya dengan diketahui oleh masyarakat sudah
menimbulkan rasa malu bagi pribadi yang melakukakan, malu bagi
keluarga, kaum suku dan yang lebih menanggung rasa malu itu
adalah ninik mamak§ kaum yang melakukan. Di Minangkabau, efek
dari hukuman sosial itu tidak hanya dirasakan oleh pihak
bersangkutan tetapi juga dirasakan oleh kaum pelaku. Kenyataan ini
sebagai implikasi daripada sistem kekerabatan komunal yang
berlaku di Minangkabau. Dimana seorang mamak yang
§ Orang yang dianggap sebagai pimpinan kharismatik dan memiliki
wewenang yang luas dalam sebuah suku atau kaumnya, ia mengatur dan mendidik
anggota kaumnya. Ia merupakan orang yang pertama disalahkan secara adat jika di
dalam kaumnya ada terjadi penyimpangan-penyimpangan atau permasalahan.
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bertanggungjawab dalam sebuah kaum itu lebih terhukum dengan
hukuman sosial yang diberikan masyarakat pada anggota kaumnya.
Kepala kaum dapat dikatakan tidak becus dan bahkan bisa dituding
dengan tidak beradat. Implikasi dari bentuk hukum seperti ini
terbentuknya pengawasan yang jelas terhadap prilaku individu-
individu yang ada dalam suatu kaum. Pengawalan prilaku yang
kuat dalam sebuah kaum di Minangkabau pada kenyataannya sudah
terbukti dapat mencegah kekerasan yang terjadi dalam masyarakat
Minangkabau, termasuk mencegah terjadinya kasus KDRT.
2. Hukum formal. Semenjak masyarakat Minangkabau kembali pada
pemerintahan nagari sebagai pemerintahan lokal, ternyata telah
banyak lahir hukum formal pemerintahan nagari. Salah satu hukum
formal tentang kesejahteraan anak nagari dan perempuan. Produk
hukum formal ini, didukung dengan perangkat-perangkat institusi
yang penegakkannya, seperti bundo kanduang, alim ulama, ninik
mamak dan seterusnya. Hukum formal nagari ini merupakan hukum
yang lahir dari perpaduan adat dan perkembangan sosial
masyarakat, yang sifatnya mengikat semua yang terkait dalam
masalah yang diatur. Hukum formal nagari tentang kasus kekerasan
terhadap perempuan diatur melalui hukum keluarga nagari. Ada
beberapa bentuk hukum formal nagari yang mengatur tentang
penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu: pihak pelaku
disidang dihadapan sidang adat nagari, pihak pelaku diwajibkan
membayar denda, dan pihak pelaku di nasehati. Jika tidak terjadi
kata sepakat dan pelaku tidak merubah sikapnya serta ada diantara
pihak tidak merasa puas, maka barulah dibawa kepada penyelesaian
hukum formal dengan pengaduan-pengaduan pada pihak berwajib.
Biasanya, pada tingkat hukum lokal ini, masalah-masalah itu dapat
terselesaikan.
Nagari, selain memiliki hukuman sosial yang jelas dan tegas.
Bentuk penghukuman itu adalah, membuat kontrak-kontrak dengan
pihak-pihak yang terkait, misalnya seorang pelaku kekerasan terhadap
perempuan, beradasarkan musyawarah nagari pelaku harus melakukan
kontrak dengan seorang ninik mamak (orang adat), ninik mamak ini
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adalah orang yang mengawasi tindakannya selama dijelaskan dalam
kontrak tersebut. Selama dalam pengawasan itu pelaku juga harus
diberi nasehat-nasehat. Hal seperti ini lebih banyak bersifat persuasif
supaya tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan yang sama
dengan pendekatan-pendekatan yang mendidik.
Diantara bentuk kontrak yang dilakukan oleh pelaku dengan
orang adat adalah mengikrarkan dihadapan orang adat dengan lisan
dan tulisan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Kontrak ini
ternyata efektif digunakan dalam rangka menjaga tindakan seseorang.
Dengan adanya kontrak tersebut, pelaku dapat mengawasi tindakan
dan prilakunya. Kenyataannya, pengawasan yang detil seperti ini
dalam hukum formal Indonesia untuk mengatasi tindakan dan prilaku
KDRT tidak ditemukan, hanya yang ada adalah dalam hukum formal
lokalitas.
Oleh sebab itu, benar yang dikatakan oleh Dove sesungguhnya
dalam tata kelola lokalitas itu sudah terdapat sejumlah aturan hidup
yang sangat berpotensial dalam membangun kesejahteraan hidup
masyarakatnya. Dalam konteks ini pula semakin  dapat dibenarkan
teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Parsons, dimana
produk tata sosial dan tata kelola yang dibangun oleh masyarakat adat
atau lokal itu memiliki fungsi yang strategis dalam membangun
kehidupan masyarakatnya.
C. Penutup
Di Indonesia penanggulangan kasus KDRT telah dilakukan
dengan serius oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan lahirnya
Undang-Undang No 23 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi
dasar hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT. Undang-Undang ini
juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau
mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib
melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya (pasal
15). Hal ini tujuannya sangat jelas, diantaranya yaitu: mencegah
berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada
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korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses
pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Masalah kekerasan terhadap perempuan banyak berlaku dalam
kasus KDRT dan kasus ini masih dianggap sebagai permasalahan yang
biasa dan domestik oleh masyarakat Indonesia, maka upaya-upaya
pencegahan supaya kasus ini tidak meluas sangat diperlukan
pendekatan-pendekatan kultural melalui institusi lokal, karena institusi
lokal dianggap institusi yang dekat dengan masyarakat lapisan.
Pendekatan seperti ini, sangat berfungsi untuk mengatasi kekerasan
terhadap perempuan yang bergelinding di dalam masyarakat awam.
Pendekatan institusi lokal biasanya selalu berkalaboratif dengan
kepercayaan masyarakat lokal, oleh sebab itu dalam masyarakat lokal
sulit dipisahkan penyelesaian masalah terpisah antara ajaran adat
dengan ajaran agama. Maka penyelesaian kasus KDRT dengan
pendekatan lokalitas pada dasarnya dilatar belakangi oleh dua
perspektif, yakni perspektif adat dan agama. Pendekatan perspektif ini
dapat membantu penyelesaian dan penekanan kasus KDRT dalam
mayarakat. Kasus KDRT di Indonesia sebagian tidak teratasinya
karena dipengaruhi penyelesaian formal yang tidak banyak dijadikan
sebagai tempat penyelesaian oleh masyarakat Indonesia yang masih
menganggap masalah KDRT masalah yang biasa dan aib jika dibuka
kehadapan publik. Maka, untuk mengatasi kendala terkait dengan
psikologis dan kultural itu, institusi adat memiliki peranan penting.
Di Minangkabau semenjak otonomi daerah diberlakukan
ternyata institusi adat itu telah terjadi penguatan peranan dalam
mewujudkan kesejahteraan. Penguatan institusi adat itu, dapat sebagai
penyelamatan terhadap kasus KDRT. Penguatan lembaga adat juga
melakukan preventif dan ruangan-ruangan komunikasi anti kekerasan.
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